Hukum Perdata :

Perjanfian jual beli tanah antara penggugat dengan lergugatl
pada tanggal 12—10-1981 -tersebut adalah sah dan dengan de-
mikian kedua pihak harus menyelesaikan surat jual beli dan baiik
nama tanahnya pada instansi agraria setempat.

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 25 Mei 1980 No. 607 K/Sip/1983

N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi télah merigambil'
putusan sebagai berikut dalam perkara : :

Kwe Oba, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 116—B

Tanjung Balat dikuasakan kepada Chalid Ja'kub, S.H. beralamat

di Jalan Soctomo No, 10 Medan, pemohon kasas’i _dahulu

penggugat-pembanding; S ‘ "

melawan;

1. Mourny S, Daulay, bertempat tinggal d1 Ialan Manggls
No. 12 Tanjung Balai;

2. Mariiny Ulfah Daulay, _ _ '

3. Maharany Daulay, keduanya bertempat tinggal di Jalan
Sekata Lorong V No. 60 Medan

4. Radiahk, A.R.;

5. Zubaidah Daulay,

6. Zuraidah Daulay,

1. A. Qarnain Daulay,

8. 8. Syawaluddin Daulay,

9.M. Syafii Daulay, keenam-enamnya bertempat tinggal di
Jalan Manggis No, 12 Tanjung Balai, termohon-termohon
kasasi tergugat-tergugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Melihat surat-surat yang bersangkutan;

133



Menimbang, bahwa dari. surat-surat tersebut ternyata bahwa
“sekarang _pemohon kasasi sebagai penggugat asli:telah menggugat
sekarang termohon-termohon kasasi sebagai -tergugat-tergugat asli
di muka persidangan Pengadilan ‘Negeri Tanjung Balai pada pokoknya
atas dalil-dalil:

bahwa tergugat-tergugat asli adalah ahli waris dari almarhum
Abd. Murad Hasyim Daulay, yang telah meninggal dunia pada tanggal
13 Januari 1972;

bahwa tergugat-tergugat ashi 1, I1I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX
telah memberikan kuasa kepada tergugat asli 1 untuk menjualkan
sebidang tanah seluas + 1.102 m? yang terletak di Jalan Teuku, Umar
Tanjung Balai yang memakai CGrant Pemerintah tanggal 6 Oktober
1952 No. 741/61 atas nama Abd. Murad Hasyim Daulay, yang saat
ini telah ditukar dengan sertifikat hak milik No. 232 tanggal 28 Qk-
.tober 1981 dengan gambar tanah P.L.L. No. 129/198] tanggal 14
Oktober 198! atas nama tergugat-tergugat asli, yang’ ‘batas-batasnya
terperinci dalam surat gugatan; .

bahwa oleh tergugat-tergugat asli tanah tersebut telah dijual kepa-
da penggugat asli seharga Rp,37.500.000,— (tiga puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah) untuk itu penggugat asli telah membayar kepada
tergugat-tergugat asli vang diterima oleh tergugat asli I sebesar
Rp. 1.700.000,— (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya
akan dibayar oleh penggugat asli setelah surat-surat tanah selesai diurus,
sesuai dengan surat perjanjian jual beli sebidang tanah yang diperbuat
oleh tergugat asli | dengan penggugat asli tanggal 12 Oktober 1981;

bahwa setelah keluar sertifikat hak milik No. 232 tanggal 28
Oktober 1981 ternyata tergugat-tergugat asli tidak bersedia menerima
uang sebagai pembayaran lunas harga tanah tersebut;

bahwa perbuatan tergugat-tergugat ash tersebut jelas merupakan
suatu wanprestasi terhadap penundaan surat perjanjian jual beli tanggal
12 Oktober 1981, ' '

bahwa penggeat asli telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa
ini tetapi tidak berhasil, untuk ini penggugat asli mohon sita jaminan
(conservatoir beslag) atas tanah terperkara tersebut;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat asli
menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar memberikan
putusan sebagai berikut : ' o

1. Menyatakan sgh dan berharga sita yang diminta:

2. Menyatakan dengan hukum surat perjanjian jual beli sebidang
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tanah yang diperbuat antara penggugat dengan tergugat-tergugat ter-
. tanggal 12 Oktober 1981 adalah sah: " PR R o
- 72 3. Menyatakan perbuatantergugat-tergugat yang tidak memenubhi
isi surat perjanjian jual beli sebidang tanah tertanggal 12 Oktober 1981
adalah merupakan perbuatan wanprestagi; L

4. Menghukum tergugat LI, L, IV, v, VI, VII, VIII, dan IX
secara tanggung menanggung untuk menerima pembayaran sisa harga
tanah terperkara sebesar Rp. 35.800.000,— (tiga puluh lima juta dela-
pan ratus ribu rupiah) dari penggugat; o

5. Menghukum tergugat 1, II, TI0, v, v, VI, VI, VI dan 1X
secara tanggung menanggung untuk bersama-sama dengan penggugat
- menyelesaikan urusan surat-sirat jual beli dan balik nama atas ‘tanah
- terperkara di Instansi Pemerintah vang b'erw_en'a'ng _uhtuk itu;

6. Menghukum’ tergugat-tergugat serta. sekalian - orang -badan
‘hukum- yang meinperoleh hak dari padanya untuk .penyerahan tanah
terperkara- dalam ‘keadaan baik dan kosong tanpa suatu ikatan apapun
- juga kepada penggugat; B T

7. Menghukum lagi tergugat I, 11, III, IV, V,-VI, VI, VIII dan
IXsecara tanggung menanggung untuk membayar biaya-biaya yang
timbul dalam perkara ini; o _ e

bahwa atas gugatan penggugat asli, tersebut ‘tergugat-tergugat
- ‘asli mengajukan gugatan rekonpensi yang atas dalil-da_h'l: o .
' bahwa akibat dari undakan tergugat dalam fekbﬁ'p'ensi/pén'ggugat
. dalam konpensi maka penggugat-penggugat dalam rekonpensi/tergugat-
tergugat dalam konpensi yang telah’ merugikan’ penggugat ‘dalam’ kon-
pensi/tergugat dalam rekonpensi baik dalam hal ‘nama- baik ‘maupun
dalam hal materil danterhalangnya *p'engg'ii'gatipeng'g'uggt dalam rekon-
_pensi/tergugat dalam konpensi untuk menikmati harta warisan mereka
_terhadap sebidang setempat dikerial jalan  Teuku Umar Tanjung Balai:
.. bahwa - tergugat - dalam ‘rekonpensi/penggugat dalam . koripensi
telah mengadukan-salah seorang ‘ahli waris (pénggugat I dalam rekon-
pensiftergugat I dalam konpensi) dengan menuduh penggugat 1 dalam
-rekonpensi/tergugat 1 dalam konpensi melakukan penipuan terhadap
tergugat dalam rekonpensi/penggueat dalant konpensi yang akhirnya
sampai ke sidang Pidana dengan perkara No. 920/KTS/1981/PN~TB,
tuntutan tersebut akhirnys tidak memipunyai kenyataan dan penggugat
I dalam rekonpensi/tergugat 1 dalam- konpens’ ‘dibebaskan. dengan
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 24 Desember 1981 ;
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bahwa akibat pengaduan tersebut bukan saja penggugat I dalam
rekonpensi/tergugat_ I dalam konpensi yang telah cemar nama baiknya
tetapi seluruh ahli waris Abdul Murad Hasyim Daulay;

bahwa atas kerugian nama baik tersebut penggugat-penggugat
dalam rekonpensi/tergugat-tergugat dalam konpensi. menuntut ganti
kerugian sebesar Rp. 45.000.000,~ (empat puluh lima juta rupiah)
ditambah" 6% bunga per-bulan terhitung. sejak diajukannya gugatan
rekonpensi ini; '

bahwa walaupun tergugat I dan I dalam konpensi/penggugat I
dan IIl dalam rekonpensi telah mengembalikan uang yang pernah
mereKa terima dari penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekon-
pensi ini terbukti dari surat pengiriman uang dengan wesel Pos sejum-
lah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tergugat dalam
rekonpensi/penggugat” dalam konpensi masih. membuat pengumuman
atas: pemberitahuan kepada khalayak ramai yang isinya seolah-olah
tanah para ahli waris telah dibeli oleh tergugat dalam rekonpensi/
penggugat dalam konpensi; ‘ :

- bahwa akibat pengumuman/pemberitahuan dan pengiriman surat
-kepada “Instansi Pemerintah tersebut mengakibatkan tidak dapatnya
penggugat-penggugat dalam rekonpensi/tergugat-tergugat dalam kon-
pensi menikmati tanah warisannya; ;

bahwa akibat perbuatan tergugat dalam rekonpensi/penggugat
dalam konpensi maka penggugat-penggugat dalam rekonpensiftergugat-
tergugat dalam - konpensi = telah dirugikan  per-bulan  sebesar
Rp. 40.000.000,— (empat puluh juta rupiah) x 6% terhitung sejak
tanggal 24 Oktober 1981; :

bahwa untuk menghindarkan tindakan tergugat dalam rekon-
pensi/penggugat dalam’ konpensi yang dapat merugikan penggugat-
penggugat . dalam rekonpensi/tergugat-tergugat dalam konpensi - dan
' juga untuk menjamin gugatan penggugat dalam rekonpensi, maka di-
mohonkan agar Pengadilan Negeri Tanjung: Balai. meletakkan sita
jamninan atas. barang-barang bergerak maupun tidak - bergerak kepu-
nyaan tergu_gat' dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi antara
lain sub I dan 2 yang terperinci dalam surat pugatan;

bahwa' berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat-
penggugat dalam rekonpensi/tergugat-tergugat - dalam konpensi me-
nuniut agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai memberikan putusan
sebagal berikut ;= S :

1. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga;
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2. Menolak seluruh gugatan penggugat dalam conventie:

3. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat dalam ‘reconventie;

4. Menghukum tergugat dalam reconventie untuk membayar ganti
kerugian atas nama baik penggugat-pengugat dalam reconventie akibat
dari tuntutan Pidana sebesar Rp, 45 .000.000,~ (empat puluh lima juta
rupiah) ditambah dengan bunga 6% per-bulan terhitung sejak tanggal
gugatan ini didaftarkan pada Panitia Pengadilan Negeri Tanjung Balai
sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh tergugat dalam recon-
ventie; . e ' S

5. Menghukum tergugat dalam reconventie ‘membayar ongkos
pengacara akibat gugatan pidana sebesar Rp. 2.000.000,~ (dua juta
rupiah); _ _

6. Menghukum tergugat dalam reconventie membayar ganti
kerugian akibat terhalangnya penggugat-penggugat dalam reconvéntie
menikmati hasil tanah warisannya sebesar Rp. 40.000.000,~ (empat
puluh juta rupiah) x 6% per-bulannya sejak tanggal 22 Oktober 1981

sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oteh tergugat dalam recon-

ventie; .
7. Menghukum tergngat dalam reconventie untuk * mencabut
surat-surat yane - imah dikirimkannya kepada Instansi Pemerintah

maupun partikulis seria pengumuman yang termuat di dalam harfan-
harian. yang sehubungan dengan tanah warisan almarhum Abdul Murad
Hasyim Daulay yang menjadi pokok perkara; o

8. Menghukum tergugat dalam reconventie membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya
apabila tergugat dalam reconventic lalaj untuk melaksanakan putusan
setelah mendapat kepastian hukum; o - _

9. Menghukum tergugat dalam 'reconventi&; untuk -membayar
segala ongkos-ongkos yang timbu! dalam perkara ini; - o

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan ~dengan’ serta
merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak -ofeh- Pengadﬁaﬁ .Négéri
Tanjung Balai, yaitu dengan putusannya tanggal 31 Maret 1982 No. 65/
PERD/1981PN-TB; i

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan - dengan putusannya
tanggal 20 Oktober 1982 No. 365/PERD/1982/PT. Mdn,; o
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bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada kedu:

belah pihak pada tanggat 29 Nopember 1982 kemudian terhadapny:
aleh pengiugai-pembunding dengan  perantaraan kuasanya khusus
~ berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 1982 diajukar
permohonan untuk pemeriksaan kasasi secars lisan pada tanggal 3
Januari 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 2—K;
Pdt/1983/PN-TB. vang dibuatoleh Punitery Pengadilan Negeri Tan-
jung Balai, permohonan mana kemudian disusul olel memeti alasan-
alasannya yang diterima i kepaniteruan Pengadilan Negeri tergebuy
pada tunggal 5 Januari 1983: '
' bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat-terbanding yvang pady
tanggal 14 Januari 1983 teluly diberitahu tentang memori kasasi dari
penggugat-pembanding, diajukan Jawaban memori kusasi vang diterimy
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 25
Januari 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlukunya Undang-
Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ke-
kuasaan Kehakiman, yving telah mencabut Undang-Undang No. 19
tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kcha-
kiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksud-
kan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampaj
kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk
menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan basal 40 Undang-Undang
No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun
1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, schingga yang dinyatakan
tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. | tahun 1950 secara ke-
seluruhan, mefainkan sckedar mengenai  hal-hal vang telah diatur
dalam Undang-Undang No, 13 tahun 1965 kecuali kalay bertentangan
dengan Undang~Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku schagai Mukum
Acara Kasasi vang diatur dalam Undang-Undang No. | talun 1950,
sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun
1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya yang teiah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama
diajukan -dalam_-tenggang-tenggang waktu dan dengan carg yang diten-
tukan dalam Undang-Undang,. maka oleh karena itu dapat diterima
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Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh
pemohon kasasi dalam memori kasasinya  tersebut pada pokoknya
ialah : ‘ '

~ I. Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum ke dalam
pertimbangannya mengenai : R '

Bahwa jual beli dan atau pengalihan hak atas tanah (terutama
tanah adat) yang berstatus hak milik grant ito setelah berlakunya
Undang-Undang Pokok Agraria, maka untuk sahnya jual beli dimaksud
diharuskan dilakukan di depan di hadapan. Péjabat. Pembuat Akta
Tanah. _ o

Justru pemohon kasasi beranggapan surat perjanjian jual beli
sebidang tanah tanggal 12 Oktober 1981 yang diperbuat antara pe-
mohon kasasi dengan tergugat I (Moerny 8. Daulay) baik untuk diri
sendiri maupun sebagai kuasa dari tergugat-tergugat lainnya belum
sempurna menurut hukum maka pemohon kasasi mengajukan gugatan-
nya ke Pengadilan agar Pengadilan menyatakan surat jual! beli tersebut
-adalah sah dan setelah itu baru diperbuat surat jual beli dan balik nama
atas tanah sengketa di Instansi Pemerintah yang berwenang, :

Bahwa surat jual beli tersebut di atas ditinjau dari hukum Perdata
adalah merupakan svatu peranjian sah karena sesuai dengan bunyi
pasal 1320 KUH Perdata;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan juga telah salah menerapkan
‘hukum karena keputusan Pengadilan Tinggi berpedoman kepada :
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. SK. 59/DDA/tahun 1970 tanggal
21 Oktober 1970 adalah mengatur tentang penyederhanaan peraturan
perizinan pemindahan hak atas tanah, jadi bukan mengatur tentang
surat_perjanjian jual beli; ini dapat dilihat pada : Pasal 1 ayat 2 ber-
bunyi : Izin pemindahan hak sebagai dimaksud dalam peraturan Men-
teri Agraria No. 14/1961 yo Peraturan Direktur Jendra] Agraria No. 4/
1968 dan Undang-Undang No. 28/1956 diperlukan untuk pemindahan:

a. Hak milik atas tanah pertanian. : '

b. Hak guna usaha. R _

c. Hak guna bangunan atas tanah Negara jika dilakukan kepada

Badan Hukum. ‘

d. Hak pakai atas Tanah Negara, jika dilakukan  kepada orang

asing atau Badan Hukum dan

e, Hak yang dimaksud pada pasal 2 ayat 2;

Pasal 2 ayat 2 berbunyji : : _ ;

Jika pneerima hak (kalau perorangan: : termasuk isteri/suami
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dan anaknya yang masih menjadi tanggungan) ternyata sudah mempu
nyai § (lima) bidang tanah atau lebih maka untvk pendaftaran pemin:
dahan haknya oleh Kantor Pendaftaran Tanah masih tetap diperlukan
izin menurut Peraturan Menteri Agraria’ No. 14/1961 yo Peraturan

- Direktur Jenderal Agraria No. 4/1968. Permohonan izin pemindahan
~ hak tersebut harus diajukan kepada Kantor Agraria yang berwenang

_dengan perantaraan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersang-
kutan menurut peraturan yang berlaku; '

3. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/1977 tertanggal
25 Nopember 1977 adalah mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan
‘mengenai penyediaan dan pemberian hak atas tanah serta pemberian
izin bangunan dan izin- Undang-Undang Gangguan untuk keperluan
perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanama_ri modal menurut
Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 tahun
1968. Bahwa tanah yang. terperkara jelas bukanlah merupakan tanah-
nya yang dijadikan.obyek untuk penanaman modal menurut Undang-
Undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 tatiun 1968:

4. Bahwa Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 (yang
telah dirubah dan ditambah dengan peraturan Direktur Jenderal Agraria
No. SK. 59/DDA/tahun 1970) adalah tentang permintaan dan pem-
berian izin pemindahan hak- atas tanah. Peraturan Direktur Jenderal
. Agraria No. 4 tahun 1968 adalah tentang penyelenggaraan izin pemin-
dahan hak atas tanah :
- Bahwa seandainya. termohon-termohon kasasi dapat memenuhi
isi surat perjanjian tertanggal 12 Oktober 1981 maka sudah pasti
pemohon kasasi akan memenuhi kedua peraturan tersebut di atas
akan ) tet__api ternyata  termohon-termohon . kasasi telah melakukan
. wanprestasi: maka hal tersebut. belum terlaksana sebagaimana mes-
tinya; s ' o '

5. Bahwa Peraturan MenteriDalam Negeri No, 6/1972 tertanggal
30 Juni 1972 adalah mengatur tentang pelimpahan wewenang Pem-
berian Hak Atas Tanah. Jadi peraturan ini adalah mengatur tentang
wewenang pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada seseorang atau-
pun Badan Hukum d; mana diatur tentang wewenang Gubernur Kepala
Dasrah, wewenang Bupati/Walikota Kepala Daerah, wewenang Kepala
Kecamatan dan wewenang Menteri Dalam Negeri. Sedang dalam perkara
ini tiduk ada hubungan apapun dengan peraturan Menterd Dalam
Negeri No. 6/1972 tanggal 30 Juni.1972; = S

6. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan {anah Grant
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penggugat No. 741/61 adalah harta warisan dari almarhum Abdul
Murad Hasyim yang masih terbuka dan belum pernah.dilakukan pem-
bagian oleh para akhhwansnya a]marhum Abdul Murad Hasyim. .

Bahwa tergugat-tergugat | s/d 9 yang mengaku  dirinya adalah
akhliwaris dari almarhum Abdul Murad Hasyim yang statusnya belum
ditentukan dan mendapat pengesahan menurut hukum. :

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah tidak tepat karena
tanah Grant penggugat tersebut sudah diganti dengan Sertifikat Hak
Milik No. 232 tanggal 28 Oktober 1981. Bahwa dengan telah bergan-
tinya Grant penggugat No, 741/61 dengan Sertifikat Hak Milik tersebut
di atas berarti benar termohon-termohon kasasi adalah akhliwaris
Abdul Murad Hasyim yang sah menurut hukum, karena kalau tergugat-
tergugat bukan akhliwaris dari almarhum Abdul Murad Hasyim maka
-sudah dapat dipastikan Sertifikat Hak Milik' No. 232 tersehut tidak
akan dikeluarkan oleh pihak Kantor Agraria;

7. Bahwa pert1mbangan Hukum Pengadilan: nggl -yang menyata-
kan kurang sempumnanya surat kuasa yang diperbuat oleh tergugat-
tergugat II s/d IX kepada tergugat I, bahwa pertimbangan tersebut
tidak tepat karena surat kuasa tersebut telah jelas tentang isinya untuk
pengurusan/penjualan tanah sengketa dan juga surat kuasa tersebut
telah diketahui oleh Kepala Desa setempat maka Surat Kuasa tersebut
telah sah dan sempurna menurut hukum yang berlaku; -

‘ 8. Bahwa mengenai surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.104/DJA/1977 tangegal 6 Agustus 1977 adalah mengatur tentang
pengadaan/penyediaan formulir-formulir akte serta contoh-contohnya.
Juga No. SK.62/DJA/1978 tanggal 11 Juli 1978 adalah tentang bentuk
akte peralihan dan pembebasan hak atas tanah.

Dengan demikian kedua peraturan-tersebut - di ‘atas’ bukan mengatur
tentang surat kuasa dan mengenai surat kuasa tersebif adaiah telah
sesuai menurut hukum;

Menimbnng :
mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini dapat dlbenarkan, ka.rena Pengachlan Tinggi
salah menerapkan hukum;
mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan
lagi: | N el S
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' Memmbang, bahwa berdasarkan buktx-buktl surat kuasa. (P3 tanggal
5 September 1981 dan' P4 tanggdl 24 September 1981) para tergugat
1I s/d- tergugat 1X jelas dan nyata membenkan kuasa kepada tergugat 1
- Mourny- Safril:"Daulay- untuk menjual tanah warisan dari almarhum
~-Abdul: Murad Hasyim Daulay menurut harga pasardn yang bu"htku di
Kotamadya Tanjung Balai kepada pembeh, S

Menimbang, * bahwa  karenanya surat pcrjanjzan jual beh (.1
.- sebidang tanah terletak di jalan Teungku Umar No. I'16 B. Kotamadya
‘Tanjung: Balai,- Grant'No. P, 746/61" dengan harga Rp. 37.500.000,—
(tiga puluh tujuh juta limaratus- nbu rupiah) antara Mourny S. Dauiay
dengan Kwe Oba adalah sah; '

- Menimbang, bahwa' dengan demikian Mourny S. “Daulay  Cs.
bersama Kwe:Oba harus melakukan jual beli di muka Pejabat Pembuat
Akta Tanah dan Kwe Oba menyerahkan dan untuk itu Mourny s.
Daulay menerima uang® kekurangannya sebesar Rp. 35.800.000,—

. (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) karena Kwe Oba telah
memberikan panjar. sebanyak Rp 1, 700 000— (satu Juta tuJuh ratus
ribu rup.lah),

. Menimbang;- bahwa berdasarkan pert:mbangan-pcrtxmbangan ter-
nebut di atas, deng,an tidak mempertimbangkan keberatdn-keberatan
kasasi: lainnya -maka menurut - pendapat: Mahkamah- Agung terdapat
cukup alasan untuk:menerima permohonan kasasi yang dlagukan oleh
pemohon: kasasi : Kwe-Oba tersebut dan membatalkan putusan Peng-
“adilan Tinggi Medan, tanggal 20 Oktober 1982, No. 365/PERD/1982/
PT.Mdn., yang menguatkan putusan Pengadilan negeri Tanjung Balai
tanggai 31 Maret 1982, No. 65/perd/1981/PN-—~TB sehmgga Mah-
kamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya ber-
buny1 seperti yang akan disebut di bawah i ini;

Memmbang, bahwa.. termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat
asal adalah pihak yang dikalahkan harus membayar semua perkara
baik yang timbul dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat ban-
ding dan dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang- ‘Undaug No. 14 tahun 1970
Undang-Undang:No. 13- tahun 1965 dan. Undang-Undang No. 1 tahun
1950;

MENGADILI

" Menerima permohoraan kasast dari pemohon kusasi Kwe Oba
tarsebut
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Membatalkan putusan Pengadilan T1ngg1 Medan tanggal 20 Okto-
ber 1982 No. 365/PERD/1982/PT.-Mdn., vang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 31 Maret 1982, No. 65/PERD/
1981/PN-TB, sehmgga amarnya berbuny1 sebagm berxkut

Mengadlh lagi :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan .surat perjanjian . jual-beli tanah - sengketa antara
penggugat dan para tergugat. tertanggal 12 Oktober 1981,. adajah
sah; = . .
Menghukum' tergugat I, 11, III, 1v, IV,"V, V-I, V11, VHI--dan X
secara tanggung menanggung uhtuk menerima pembayaran sisa harga
tanah terperkara sebesar Rp. 35.800. OOO - (hga puluh hmq Juta dela-
pan ratus ribu rupiah) dari penggugat;

Menghukum para tergugat, secara tanggung mer_ianggung untuk
bersama-sama dengan penggugat ‘menyelesaikan surat 'Jual beli dan
balik nama. atas dan untuk kepentmgan penggugat pada Instansi
Agraria setempat;

Menghukum tergugat-tergugat serta sekalian orang badan hukum
yang memperoieh -hak dari padanya untuk nwnye:ahkén tanah ter-
perkara dalam keadoean baik dan Losong tanpa suatu ikatan apapun
juga kepada penggugat; :

Menolak gugatan pénggugat untuk selebxhny

, Menghukum termohon kasasi membayar blaya-perkaia dalam ting-
kat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,— (se'puluh ribu rupiah};

Demikianlah diputuskan dalam rapat-permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin tanggal 28 Mei 1984 dengan R. Soéhono Soedja,
SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Sidang, Goenawan, SH, dan- T, Boestomi, SH. sebagai Hakim-
Hakim Anggauta dan  diucapkan dalam sidang. terbuka pada hari :
Kamis, tanggal 19 Juli 1984, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan di-
hadiri oleh Goenawan, SH. dan T. Boestomi, SH. Hakim-Hakim Ang-
gauta dan Kamariz Harshap, SH. -Panitera Penggann dPngan tidak
dihadiri oleh kedua belal pihak.
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Putusan Pe:'ngadﬂan. Tiﬁggi Medar;, tgl. 31 Maret 1982 No. 365/Perd,

1982/PT Mdn.

Perd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, mengadili perkara-perkara
ata dalam tingkat banding yang bersidang dengan susunan segrang

Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut_ dalam gerkara

antara

Kwe Abag, pekerjaan pemborong .di Tanjung Balai yang dalam
hal ini memilih sebagasi tempat kediaman hukum di kantor
pengacaranya bernama Chalid Ja’kub, SH, Pengacara berkantor
di Jalan Sutomo No. 20 Medan berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 7 Desember 1981, dahulu penggugat sekarang pemban-
ding juga terbanding;

: lawan
1. Moerni 8. Daulay, bertempat dj Jalan Manggis No. 12 Tan-
jung Balai;
2. Marlisy Ulpah Daulay, dan;
3. Maharany Daulay, bertempat tinggal di Jalan Sekata Lorong
V No. 60 Medan;
4. Radigh A.R,;

5. Zubaidah A.R.;

6. Zuraidah Daulay;

7. A. Qarnain Daway;

8. Syawaluddin Daulay, dan;

9. M. Syafii Daulay, bertempat tinggal di Jalan Manggis No. 12
Tanjung Balai; yang dalam hal ini memilih tempat tinggal/
kediaman hukum di kantor pengacaranya bernama HM. Ka-
maluddin Lubis, SH., Pengacara berkantor di Jalan Erlangga
No. 16 B, Medan berdasarkan surat kuass khusus tertanggal
27 Desember 1981, dahulu tergugat-tergugat dalam konvensi/
penggugat dalam rekonvensi, terbanding juga pembanding;

Pengadilan Tinggi tsb,
Telah membaca dap memperhatikan berita acara berkas perkara

dan putusan Pengadilasi Nogeri Tanjung Balal serta surat-surat yang
barhubunsan dengan perkara ini; AR

144



Tentang duduknya perkara :

Menerima dan memperhatikan '__keadaamkea_daan yang tertera
dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 31 Maret 1982
No. 65/Perd/1981/PN—TB. dalam perkara antara kedua belah pihak
yang dibanding yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

In Conventie : '

Tentang Pokok Perkara: S

— Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

- — Membebankan ongkos perkara kepada penggugat’ yang hingga
kini dirancang sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);

In Reconventie : .

Menolak gugatan penggugat reconventie untuk seluruhnya;

Menghukum penggugat dalam reconventic membayar ongkos
perkara yang sampaj sekarang ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa penggugat keberatan terhadap _-putu'san_ Peng-
adilan Negeri Tanjung Balai tersebut di atas dan pada tanggal'_B_I_ Maret
1982 dengan perantaraan kuasanya telah menyatakan banding sebagai-
mana dimaksud dalam- Akte Banding No. 08/Pdt.-B/ 1982/PN~TB.,
pernyataan banding mana telah diberitahukan ‘dengan sempurna kepada
pihak tergugat pada tanggal 5 April 1982; o . :

bahwa tergugat juga meraga keberatan terhadap ‘putusan Peng-
adilan Negeri Tanjung Balai tersebut, dan pada tanggal 13 April 1982
tergugat-tergugat melaluj kuasanya telah menyatakan banding sebagai-
mana dimaksud dalam Akte Banding No, 10/Pdt.-B/1982/PN--TB.
dan pernyataan banding inj telah diberitahukan “kepada pihak peng-
gugat dengan sempurna pada tanggal 17 April 1982; - R

Menimbang, bahwa penggugat ada mengajukan‘memori banding
pada tanggal 18 Mei 1982 yang salinannya - telah diserahkan dengan
sempurna kepada pihak tergugat-tergugat pada tanggal 19 Mei 1982;

bahwa tergugat-tergugat juga ada- mengajukan kontra memori
banding pada tanggal 3 Juni 1982 vang salinannya telah “diserahkan
dengan sempurna kepada pihak penggugat Ppada tanggal 17 Juni 1982;

Tentang huk_mﬁ

Menimbang, bahwa oleh karena permchotian ‘banding ‘ini telah
diajukan oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat-térgugat masih dalam
tenggang waku dan dilakukan ‘menurut cara-cara yang ditentukan
undang-undang, maka dapat diterima; o
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Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan
memperhatikan berita acara pemeriksaan persidangan, alasan/pertim-
bangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga memori dan
kontra memori banding para pihak, maka Pengadilan Tinggi dapat
memperoleh kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan-
pertimbangan di bawah ini;

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa sengketa pihak-pihak dalam perkara ini pada
dasarnya adalah mengenai jual beli atas sebidang tanah Grant P.No.741/
61 tanggal 6 Oktober 1962 yang dilakukan antara penggugat dengan
tergugat I selaku pemegang kuasa dari saudara-saudaranya ahli waris
dari almarhum Abdu] Moerad Hasyim;

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli bersyarat yang diperbuat
oleh penggugat dengan tergugat I (produk P.] hitam) dilakukan/
diperbuat di bawah tangan yang diketahui oleh dua orang saksi;

-bahwa perjanjian jual beli di bawah tangan tersebut diperbuat
di Medan pada tanggal 12 Oktober 1981 yang kemudian baru dimin-
takan pengetahuannya dari Kepala Desa Tanjung Balai Kota I yang
ditanda tangani oleh Sekretaris Desa; _

bahwa Sekretaris Desa bukanlah fungsionaris yang berwenang
dan mendapat kewenangan untuk mensyahkan adanya jual beli
tanah Grant P.No.741/61 sebagaimana ditentukan dan diatur dalam
hukum yang berlaku;

bahwa jualbeli dan/atau pengalihan hak atas tanah (terutama

tanah -adat) yang berstatus hak milik Grant itu setelah berlakunya
- Undang-Undang Pokok Agraria, maka untuk syahnya jual beli dimak-
sud harus dilakukan di depan/di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah
(sekurang-kurangnya Camat Kepala Wilayah di mana tanah itu terletak
dalam daerah kekuasaan hukumnya);

bahwa oleh karena jualbeli tanah Grant dimaksud tidak dilakukan
di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, maka perjanjian (produk
P.1. hitam) tidak/belum syah menurut hukum yang berlaku {vide
Peraturan Mendagri No. SK.59/DDA/1970 dan No. 5/1977 serta
Peraturan Mengeri Agraria No. 14/1961 jis. Peraturan Direktur Jen-
drul Agrarla No, 4/1968 dan Peraturan Mendagri No. 6/1972);

“'- Menimbang, bahwa tanah Grant P, No. 741/61 terperkara adalah
harta warisan dari almarhum Abdul Moerad Hasyim yang masih terbuka
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dan belum pernah dilakukan pembagian oleh para ahhwansnya almar-
hum Abdul Moerad Hasyim;

bahwa tergugat-tergugat 1 s/d 9 yang mengaku dn'mya adalah ahli-
waris dari almarhum Abdul Moerad Hasyim {produk P:3'dan'P.4 hitam)
yang statusnya belum ditentukan dan mendapat penget‘yahan menurut
hukum vang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ini selam d1sebabkan oleh
kurang sempurnanya surat kuasa yang diperbuat tergugat-tergugat
2 s/d 9 kepada tergugat I tersebut di atas juga ketentuan-hukum sendiri
telah. melarang dilakukannya pengalihan/penjualan ‘tanah -hak  milik
dengan mendasarkan adanya surat kuasa yang tidak/belum memenuhi
syarat-syarat hukumnya (vide Surat Keputusan Mendagri-No, SK.104/
DIA/1977 tanggal 6 Agustus 1977 No SK.62/DJA/1978 tanggal
11 Juli 1978);

Menimbang, bahwa oleh kdlena per}anjlan yang mperbuat antara
penggugat dan tergugat T secara formal tidak. sempurna .dan tidak
memenuhi syarat-syarat” yang ditentukan hukum, maka :perjanjian
tersebut batal demi hukum (vcrmctlgbaarheid) _ o

bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas ini maka. pengembahan
uang panjar schesar Rp, 1.700.000,~ (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
adalah didasarkan otus itikad baik tergugat-tergugat dan beralasan
(vide Yurisprudensi No. 350K/Sip.1968 tangga! 3 Mei 1969);

Menimbang, bahwa berdasarkan a'!asan/pertimbangan di - atas
ini sudah sepatutnya gugat penggugat harus dinyatakan ditolak dengan
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Ba1a1 yang dibanding
ini dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas ini:

bahwa oleh karena gugat penggugat dinyatakan ditolak maka
kepadanya dibebankan membayvur ongkos- ongkoq perkara yang timbul
dalam kedua tingkatan pemeriksaan'ini; :

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dxpcrtlmbangkan dalam’ gugatan
konvensi di atas ini mutatis mutandis berkaitan’ dalam pertimbangan
dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhankan dahl—dahl gugat peng-
gugat dalam rekonvensi/tergugat .dalam konvensi I ternjata tidak di-
dasarkan atas bukti-bukti. yang cukup terhadap pendentaan moral
penggugat dalam rekonvensi/tergigat ~ dalam - rekonvensi I, kecuali
bukti adanya putusan Pidana tentang stellionaat yang. _te}ah membe-
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baskan penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi I;
Menimbang, bahwa walay penggugat rekonvensi/tergugat dalam

konvensi I' telah dibebaskan dalam putusan Pengadilan Negeri atas

pengaduan pengeugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi

sengketa tanah antara sipengadu (penggugat dalam konvensi/tergugat
dalam rekonvensi) dan yang diadukan (penggugat dalam rekonvensi/
tergugat dalam konvensi I) tersebut;

Menimbang, bahwa ongkos jasa administrasi/pengacara tidak
dapat dimintakan untuk dibayar kepada ‘pihak lawan, oleh karena
penggunaan jasa advocaat/pengacara tersebut adalah untuk membela
kepentingan hukum yang bersangkutan sendiri, lagi pula bukan suatu
keharusan untuk dibela oleh advocaat/pengacara;

Menimb'ang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-
sebut di atas, maka wajar jika gugat penggugat dalam rekonvensi/ter-
gugat dalam konvensi | inipun harus dinyatakan ditolak dengan me-
nguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang dibanding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat penggugat dalam rekon-
vensi/tergugat dalam konvensi I telah dinyatakan ditolak maka ongkos-
ongkos perkara yang timbul sepanjang pemeriksaan ini dibebankan
kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang serta peraturan-
peraturan yang berlaku;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari benggugat dan tergugat-
tergugat; :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal
31 Maret 1982 No.65/Perd/1981PN~TB. dalam perkara antara pihak-
pihak yang dibanding ini;

Menghukum penggugat  konvensi/tergugat dalam rekonvensi
membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan
di kedua “tingkatan inj untuk tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,—
(lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 15.425,—
(ima belas ribu empat ratus dua puluh lime rupiah).

‘Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober
1982 oleh kamj H. Thamrin Raja Bangsawan, SH. Hakim anggatita
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Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim tunggal, dan putusan inj
telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ter-
sebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Doelrachman, SH, Pa-
nitera Luar Biasa pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara, :
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Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 31 Maret 1987
No. 65/PERD./1981/PN——T_B. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Neger Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Propinsi Su-
matera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam
tingkat pertama, bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Ja-
lan Pahlawan No. 9 Kotamadya Tanjung Balai, telah menjatuhkan
butusan sebagaj tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Kwe Oba: pekerjaan Pemborong di Tanjung Balai, yang dalam

hal ini memilih sebagai tempat kediaman hukum dj kantor peng-

acaranya bernama: Chalid J a’kub SH. Pengacara berkantor dj

Jalan Sutomo No. 10 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 7 Desember 1981, yang selanjutnya disebut penggugat.
Lawan

1. Moerny S Daulay, bertempat tinggal dj Jalan Manggis No. 12

Tanjung Balai.

2. Marliny Ulfah Daulay, bertempat tinggal di Jalan Sekaty

Lorong V No. 60 Medan.

3. Maharany Daulay, bertempat tinggal di Jalan Sekata-Lorong

V No. 60 Medan.

4, Radiagn A.R., bertempat tinggal i Jalan Manggis No, 12 Tan-

jung Balai. “

5. Zubaidah Daulay, bertempat tinggal di Jalan Manggis No.

12 Tanjung Balai.

6. Zuraidah Daulay, bertempat d, falan Manggis No, 12 Tan-

jung Balai.

7. 4. Qarnain Daulay, bertempat tinggal dj Jalan Manggis No.

12 Tanjung Balai.

8. Syawaluddin Daulay, bertempat tinggal dj Jalan Manggis No.

12 Tanjung Balai.

9. M. Syafii Daulay, bertempal tinggal di Jalan Manggis No, |2

Tanjung Balai,

Yang dalam hal in; memilih tempat kediaman hukum di kantor

Pengacaranya bernama; H.M., Kamaluddin Lubis SH, pengacary

berkantor di jajan Air Langga No, 16 B Medan, berdasarkan
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surat kuasa khusus tertanggal 27 Descmber 1981, vang selanjut-
nya disebut tergugat.

Pengadilan Negen tersebuit.
-Setelah membaca ‘surat-surat dalam porkam
Setelah mendengar kedua belah pithak vang berperkara

Tentang duduk perkars

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannys berlanggal
@ Desember 1981 yang ditanda tangani oleh kuesanya: Chalid Ja'kub
SH yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadijan Negeri Tanjung Balai
Asahan tanggal 9 Desember 1981 dengan Nomor f*“Purd/IQSI’PI\:
TB. telah mengemukakan sebagai berikut: ‘

Bahwa tergugat-tergugat adalah para shli waris dari alm. Abd.
Murad Hasyim Daulay yang telah meningeal dunia pada tangga% 13
Januari 1972,

Bahwa tergugat 1I, IH 1V, V, VI, VII V1T dan IX. telahmember]-
kan kuasz kepada tergugat | untuk memua}}*dn sebidang tanah seluas
+ 1.102 m? vang terletak di ja!an'Teuku Limar Tanjuny Balni yang me-
makai Grant Pemerintah tanggal 5 Oktober 1977 No, 741761 atas nama
Abd. Murad. vang saat ini telah ditukar dengan sor rifikat Hak Mitik No.
323 tertanggal 28—10-1981 dengan gambar tapall PLL No. 129/
1981 tertanggal 14-—-10-~1981 atas nama lerpugzat-ier 'rugal adapun
batas-batasnya adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara dengan jalan Teuku Umar ber uRer e - L 281 M
Sebelah Timur dengan Tanah Negara berukuran o 40 M
Sebelah Selatan dengan Tanah Negara berukuran ; T M

Sebelah Barat dengan tanah PU-51/81.PLL 56/81 be: uk'm:; 40 M,
selanjutnya disebut tanah terperkara,

Bahwa oleh tergugat-tergugat tanah torpaksu telali-dijual kepada
penggugat seharga Rp. 37.500.000,— (tiga: pulu.‘ wjuly’ um fima ratus
ribu rupiah).

Bahwa untuk itu penggugat telah m(.:nnayar :<cpada tergugat-
tergugat yang diterima oleh tergugat 1 sebesar Rp. 1.700.000,= {satu
juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannva oleh tergugat-
tergugat di Kantor Agraria Kab. Asahan/Ketamadya Tanjung Balai
sesuai dengan surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah vang d1perbuat
oléh tergugat I dan Penggugat tertanggal 12 Oktober 1981.
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Th
i

Bahwa setelah keluar Sertifikat Hak Milik No. 232 ianggal 28-
10-1981 ternyata tergugat-tergugat sudah tidak. bersedia menerims

“"uang sebagai pembayaran lunas harga tanah dari penggugat sebagai-

mama yang diperjanjikan semula dengan alasan-alasan yang tidak da-
pat dimengerti oleh penggugat. o .

Bahwa perbuatan tergugat-tergugat tersebut di atas jelas merupa-
kan suatu wanprestasi terhadap pemenuhan surat perjanjian jual belj

- sebidang tanah tertanggal 12 Oktober 1981,

Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa
ini dengan damai akan tetapi ternyata sia-sia belaka.

Bahwa untuk menghindarkan tindakan tergugat-tergugat meng-
alihkan tanah terperkara kepada pihak lain dan juga untuk menjamin
gugatan penggugat ini maka dimohonkan agar Pengadilan Negeri Tan-
jung Balai meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah
terperkara yang terletak di jalan Teuku Umar Tanjung Balai dengan
batas-batasnya sebagai berikut: _ o
Sebelah Utara dengan Jalan Teuku Umar.

Sebelah Timur dengan Tanah Negara,

Sebelah Selatan dengan Tanah Negara, \

Sebelah Barat dengan Tanah PU-51/81, PPL-56/81.

Atau untuk lebih jelas tanah yang telah memakai Sertifikat Hak Milik
No. 252 tanggal 28 — 10 ~ 1981. ’

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dimohonkan
agar Pengudilan Negeri Tanjung Balai memanggil para pihak yang ber-
perkara serta menentukan suatu hari persidangan untuk itu seraya
memberikan keputusan sebagai berikut: '

1. Menyatakan syah dan berharga sita yang diminta,

2. Menyatakan dengan hukum surat perianjian jual veli sebidang
tanah yang diperbuat antara penggugat dengan tergugat-tergugat ter-
tanggal 12 Oktober 1981 adalah syah, '

3, Menyatakan perbuatan tergugat-tergugat vang tidak memenuhi
isi surat perjanjian jual beli sebidang tanah tertanggal 12 Oktober 198]
adalah merupakan perbuatan wanprestasi. '

4. Menghukum tergugat I, II, III, IV, Vv, VI, VII, VIII, dan IXx
Sécara fanggung menanggung untuk menerima pembayaran sisa harga
tanah -terperkara sebesar Rp. 35.800.000, - (tiga puluh lima juta dela-

“Pan ratus ribu rupiah) dari penggugat.

5. Menghukum tergugat 1, II, III, IV, V, VI, V1I, VI dan IX
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Secara tanggung menanggung untuk bersama-sama dengan tergugat
menyelesaikan urusan surat-surat jual beli dan balik nama atas tanah
terperkara di Instansi Pemerintali vang berwenang untuk itu.

6. Menghukum tergugat-tergugat serta sekalian orang/badan hu-
kum yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tes-
perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa suatu ikatan apapun
juga kepada penggugat.

7. Menghukum lagi tergugat LI I, IV, v, VI, VII, VIII dan IX
secara fanggung menanggung untuk mémbayar'biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini, : ' '

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
para pihak yang berperkara dengan diwakili oleh masing-masing kuasa-
nya telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan Negeri
telah berusaha untuk mendamaikannya akan letapi tidak berhasil, lalu
gugatan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua, pengpgugat menerangkan
tetap atas gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah me-
ngemukakan jawaban dan gugatan rekonpensi yang berbunyi sehagaj
berikut:

Dalam Conventie: L L

bahwa tergugat 11, 1V, v, V1, V]I, VT dan IX sama sekali tidak
mengenal penggugat dan tidak pernah membuat suaty ikatan jual belj
terhadap tanah warisan kami setempat dikenal Jalan Teuku  Umar
Tanjung Balai (sertifikat hak milik No, 232). S

bahwa adapun kuasa yvang pefnah diberikan 'ole'h tergugat 11, 111,
IV, V, VL, VII, VIII dan IX kepada-tergugat 1, kuasa tersebut adalah
kuasa untuk mencarikan pembeli, kepada orang yang berminat kepada
tanah tersebut, ' ' ' S

bahwa kuasa tersebut tidak berarti tergugat I dapat melaksanakan
jual beli terhadap tanah tersebui. . ; _ :

bahwa untuk jual beli tanah tersebuit tergugat I harus memiliki
kuasa khusus sebagai mewakili tergugat 11, T{l, IV, V, VI, VI, VIII
dan IX untuk melaksanakan jual beli tanah tersebut, - o .o

bahwa tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX belum: pernah
memberikan persetujuan tentang harga tanah dimaksud kepada tergu-
gat I maupun kepada penggugat, IR ST

bahwa kuasa yang diberikan tergugat 11, 111, IV, V, VI, VI1, V111,
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IX kepada tergugat I itu adalah hanya merupakan surat kuasa umum.
' bahwa apabila penggugat menganggap Kuasa tersebut adalah kuasa
yang berhak untuk mengalihkan tanah para ahli waris maka kuasa ter-
sebut dxanggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan:
: 1 Pasal 19 yo 25 PERPEM Tahun 1961 No. 10,
2. Jurisprudensi Mahkamah Agung ”Ma}alah Hukum Tahun 1951
No. 1 Halaman 21
3. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang !Jarumt Tahun 19‘3” No. 2.
4. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Tahun 1954 No, 24,
- 5. Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1954 No. 76

0. Pasal 19 PERPEM No. 10 Tahun 1961.

7. Burat Edaran Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Ta-
nah fanggal 17 September 1963 No. 3004/1/BN/63.

bahwa tergugat I dan III telah mengembalikan vang yang pernah
mereka terima dari penggugat, ini terbukti dari surat pengiriman uang
dengan wesel masing-masing bernomor 780 sampai dengan 791 tertang-
gal 22 Oktober 1981 sejumlah Rp. 1.700.000,— (Satu juta tujuh ratus
ribu rupiah),

- Berdasarkan hal-hal tersebut d1 atas agar Pengadilan Negeri meno-
lak seluruh gugatan penggugat dan membebankan pada penggugat
membayar ongkos-ongkos yang timbu) dalam perkaxa ini; ¢

Dalam Reconventie,

Apa yang dikemukakan oleh tergugat-tergugat dc/penggugat-peng-
guat dr pada Jawaban di atas kami menganggap telah dimasukkan
dalam reconventie ini.

bahwa akibat dari tindakan tergugat dr/penggugat dc yang telah
merugikan penggugat dr/tergugat dc baik dalam hal nama baik maupun

~dalam - hal materiel dan terhalangnya penggugat dr/tergugat untuk
menikmati harta warisan mereka terhadap sebidang setempat dikenal
J alan Teuku Umar Tanjung Balai.

- bahwa tergugat dr/penggugat dc telah mengadukan salah seorang

ahh waris (penggugat I dr/tergugat I dc)denganmenuduh penggugat |
- drftergugat I dc melakukan penipuan terhadap tergugat dr/penggugat
dc yang akhirnya sampal ke sidang Pidana: dengan perkara No. 920/
KTS/1981, PN-TB. :

bahwa tuduhan tergugat. dr/penggugat de: akhimya tidak mempu-
nyai ‘kenyataan ini terbukti dari dibebaskannya. penggugat I dr/tergu-
gat I de oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan putusan tertanggal
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24 Desember 1981, _ _
‘bahwa_akibat pengaduan ini bukan saja penggugat I ‘dr/tergugat
I dc yang telah cemar nama baiknya tetapi juga seluruh ahli waris Ab-
dul Murad Hasyim Daulay yaitu peng'g_u_ga'c—penggugat= dr/tergugat-ter-
gugat dc. : o e
bahwa' atas kerugian nama baik ini penggugat-penggugat dr/ter-
gugat dc menuntut ganti rugi atas nama bajk kepada tergugat dr/peng-
gugat dc sebesar Rp. 45.000.000,— (empat puluh lima juta rupiah)
ditambah dengan bunga 6% per bulan terhitung sejak dimajukannya
gugatan reconventie ini. - _ L S -
bahwa karena pengaduan tergugat dr/penggugat dc dalam perkara
pidana tersebut di atas oleh karéna telah dicemarkannya nama baik
para ahli waris' almarhum Abdul Murad Hasyim Daulay -dan karena
awamnya para ahli waris (penggu_gabpenggUgat _dr/tergugat-tergugat
dc) mengenai masalah Hukum, terpaksa para ahli waris memakai
pengacara untuk mendampingi salah seorang ahli waris. (tergigat I def
penggugat I dr) dalam perkara pidana tersebut -dengan : membayar
honor pengacara sebesar Rp. 2.000.000,-- (dua juta rupiah).. .

. bahwa. walaupun tergugat I dan IH dc/penggugat I dan III dr
telah mengembalikan uang yang pernah 'me’r_éka' terima ‘dari penggugat
de/tergugat dr.ini terbukti dari surat pengiriman vang: dengan wesel
Pos masing-masing bernomor 780 s/d 791 ‘tertanggal 22 Oktober 1981,
sejumiah Rp. 1.700.000,— (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tergugat
dr/penggugat d¢ masih membuat pengumuman atau pemberitahuan
kepada khalayak ramai yang isinya seolah-olah tanah para ahli waris
(penggugat-penggugat dr/tergugat-tergugat dc) telah dibeli oleh- tergu-
gat dr/penggugat dc. : R

 bahwa pemberitahuan/pengumiiman tersebut _ telah - diperbuat
penggugat dc/tergugat dr yang bernomor 02) /X/BB/1981 tertanggal
24 Oktober 1981 yang dimuat dalam Harian Sinar Pembangunan ter-
tanggal 26 Oktober 1981, B P

bahwa di samping hal tersebut di atas tergugat dr/penggugat dc
juga mengirim surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tk, 11 Ko-
" tamadya Tanjung Balai dengan tembusan kepada Walikota-Kepala Dae-
rah Tk. Il Tanjung Balai dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai.-

bahwa di samping isi surat tersebut untuk menghalangi para peng-
gugat dr/tergugat-tergugat de menikmati tanah warisannya dan juga isi
surat. tersebut telah mencemarkan nama baik para ahli wars karena
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Isi surat tersebut menuduh para ahli waris telah melakukan penipu.
an,

bahwa akibat penguman/pemberitahuan dj atas dan pengiriman
surat kepada Instansi Pemerintah tersebut adalah mengakibatkan ti-
dak dapatnya penggugat-penggugat dr/tergugat—tergugat dc menikmati
tanah warisannya. .

bahwa jika tergugat dr/penggugat dc tidak melakukan tindakan-
tindakan tersebut di atag maka penggugat-penggugat dr/tergugat-tergu-
gat dc telah dapat menikmati hasil tanah warisannya yang bernilai
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

bahwa akibat tindakan tergugat dr/penggugat dc maka penggu-
-gat-penggugat dr/'tergugat-tergugat de telah dirugikan per bulan sebesar
~Rp. 40.000.000,— x 6% terhitung sejak 24 Oktober 1981,
: bahwa untuk menghindarkan tindakan-tindakan tergugat dr/
‘Penggugat dc yang dapat merugikan penggugat-penggugat dr/tergugat-
tergugat de dan juga untuk menjamin gugatan penggugat dr maka dj-
mohonkan agar Pengadilan Negeri Tanjung 'Balaj meletakkan sita ja-
minan (conservatoir beslag) atas barang-barang bergerak maupun tidak
bergerak kepunyaan tergugat dr/penggugat de antara lain:

1 Seluruh barang bergerak maupun tidak bergerat, setempat di-
kenal Jalan Tengku Umar No. 116 B Tanjung Balai,

2. Bangunannbangunan milik tergugat dr/penggugat dc setempat
dikenal di;

a. Jalan Julius Usman No. 20 sebanyak 3 pinty.

b. Jalan Mesjid No. 6 s/d No. 12 Tanjung Balaj,

Berdasarkan urajan di atas maka dimohonkan agar Pengadilan
Negeri Tanjung Balaj memberikan keputusan sebagai berikut:

. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) syah dan ber-
harga, a
‘ 2. Menolak seluruh gugatan penggugat dalam conventie,

- 3. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat dalam reconventie,

4. Menghukum tergugat dalam reconventie untuk membayar
ganti Kerugian atas nama baik benggugat-penggugat dalam reconventie
akibat dari tuntutan pidana sebesar Rp. 45.000.000,~ (empat puluh
lima juta rupiah) ditambah dengan bunga 6% perbulan terhitung sejak
tanggal gugatan inj didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tan-
jung Balai sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh tergugat
‘dalam reconvantie, ' .
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5o Menghukum  tergugat dalam reconventie membayar ongkos
pengacara akibat pugatan pidana sebesar Rp. 2.000. OOO-- {dua juta
rupiah).

6. Menghukum tergugat dalam reconventie membayar ganti
kerugian akibat terhalangnya penggugat-penggugat dalam reconventie
menikmati hasil tanah warisannya sebesar Rp. 40.000.000,~ (empat
puluh juta rupiah) x 6% per bulannya sejak tanggal 22 Oktober 198]
sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh tergugat dalam recon-
ventie,

7. Menghukum tergugat dalam reconventie untuk mencabut surat-
surat yang pernah dikirimkannya kepada Instansi Pemerintah maupun
partikulir serta pengumuman yang termuat di dalam harian-harian yang
sehubungan dengan tanah warisan alm, Abdul Murad Hasyim Daulay
yang menjadi pokok perkara.

8. Menghukum tergugat dalam reconventie membayar uang pak-
sa (Dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,— (dua ratus ribu rupiah) per
harinya apabila tergugat dalam reconventie lalai untuk melaksanakan
putusan setelah mendapat kepastian hukum.. .

9. Menghukum tergugat dalam reconventie untuk membayar
segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini,

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan.dengan serta
merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah meéngajukan:

1. Replik tertangeal 12 Januari 1982,

2. Kesimpulan tertanggal 17 Pebruari {982, i

Menimbang, bahwa selanjutnya pula tergugat telah mengajukan:

a. Duplik dalam conventie dan replik dalam reconventie tertang-
gal 27 Januari 1982,

b. Tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis akan tetapi me-
ngatakan bertetap atas jawaban dan duplik yang telah diajukan se-
belumnya,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh
tergugat, maka penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
telah mengajukan bukti surat-surat berupa photo copy yang telah dibu-
buhi bea meterai sebagaimana mestinya dan telah pula dicocokkan se-
suai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat untuk dua-
dikan bukti dalam perkara yaitu:
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1. Surat perjanjian jual bel; sebidang tanah tanggal 12 Oktober
1981 (P--1).
2. Kwitansi tertanggal 18 Agustus 1981 sebesar Rp. 1.700.000,-
- {satu juta tujuh ratus riby rupiah). (P-2); '
3. Surat kuasa tanggal 24 September 198 (P—3);

4. Surat kuasa tanggal 24 September 1981 P—-a);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya
atas isi gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan bukti surat-surat
yang berupa photo COpYy yang telah diberi bermeteraj secukupnya, se-
hingga dapat dijadikan sebagai alat bukt; yang syah yaitu:

ET1 Asfd T-1 F berupa photo copy Wessel Pos Dalam Negeri
yang seluruhnya berjumiah Rp. 1.700.000,— (satu juta tujuh ratus ribu
rupiah).

2. T—2 Pemberitahuan pada harian Sinar Pembangunan tanggal 26
Oktober 1981, =
o 3. T—3 Surat Permohonan benundaan pengeluaran ijin bangunan
tanggal, Nopember 1981, .

4. T4 Kwitansi tanggal 3 Desember 1981 sebesar Rp, 2.000.000,-
(dua juta rupiah) sebagai honor pengacara,

3. T—5 turunan ectract vonnis No. 920/KTS/1981/PN-TB tanggal
24 Desember 98] .

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa untuk sing-
katnya berita-acara persidangan dianggap sebagai termasuk pula dalam
putusan ini, '

‘Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon pu-
fusan, . '

_ Tentang hukumnya

Dalam Conventie:
Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat ialah seperti terse-
butdiatas. __ - .

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara
ini ialah apakah antara penggugat dengan tergugat-tergugat asli telah
terjadi jual beli sebidang tanah yang memakai Gran No. 746/61 tanggal
6 Oktober 1952, pada tanggal 12 Oktober 1981 karena tergugat menya-
takan belum terjadi jual beli antara penggugat dengan tergugat-tergugat,
sedang penggugat menyatakan sudah terjadi jual beli atas tanah terper.
kara schingga perbedaan pendapat dan penafsiran yang mana untuk se-
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lanjutnya adalah menjadi kewajiban Pengadilan untuk mempertimbang-
kan siapa di antara keduanya yang paling benar menurut hukum dengan
segala akibat hu kumnya. : :
Menimbang, bahwa untuk mana penggugat telah mendalilkan an-
tara lain pada pokoknya sebagai berikut: o
bahwa penggugat telah membeli tanah terpekara‘dar_i ‘tergugat
seharga Rp. 37.500.000,~ (tiga puluh wjuh juta lima ratus ribu rupi-
ah} untuk mana telah membayar lebih dahuly sebesar Rp. 1.700.000.-
(satu juta tujuh ratus ribu. rupiah) sedang kekurangannya akan dibayar -
penggugat setelah sertifikai tanah keluar sesuaj dehgan"-'perjar_]jién jual -
beli tanggal 1 2 Oktober 1981, _ LT .
bahwa penggugat bersedia membeli ‘taiiah tersebut dari tergugat
berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh para ahfifw_'ar'is kepada
Morny S. Daulay, S T e
bahwa kemudian tergugat setelah keluar sertifikat atas t;i'nah ter-
sebut No. 232 tanggal 28 Oktober 1981 tidak bersedia lagi menjual
~tanah terperkara kepada penggugat, : o L
Menimbang, bahwa dalam surat jawaban tergugat dikatakan bahwa
kuasa yang diterima Moerny S. Daulay darj para ahli waris lairinya ialah
untuk mencarikan pembeli dan para-ahli waris belum pernah memberi-
kan persetujuan tentang harga tanah kepada Moaoerny S.Daulay maupun
penggugat sedang tentang uang Rp.. 1.700.000,= yang sempat diterima
tergugat sebagai panjar telah -dikembalikan ke.pada'pengguga_t dan jual
beli melalui Walikota tidak pernah ditanda-tangani, R
Menimbang, bahwa dengan.memperhdtikan Kata:-kata yang tertera
didalam bukti P~1 (surat jual beli) ternyata: S 3
bahwa berdasarkan surat kuasa para ahli waris No. 874/18/198]
tanggal 30 September ]98] kepada Moerny 8. Daulay yang juga sebagai
ahli waris telah menjual tanah terperkara yang pada waktu itu berno-
mor Gran P. 746/61 tanggal 6 Oktober 1952 kepada penggugat seharga
Rp. 37.500.000,-- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). '
bahwa panjar pertama Rp. 1.700.000, - (satu'juta tujuh ratus riby
rupiah) telah diterima oleh Moerny 8. Daulay dari penggugat tanggal
18 Agustus 1981 sedangkan sisanya akan dibayar setelah surat dari
Walikota selesai ditanda-tangani. : o
bahwa jual beli dilakukan di Medan anggal 12 Oktober 198] de-
ngan saksi-saksi M. Saleh Nilham S.-A.M. Syaruddin yang kemudian
diketahui oleh sekretaris Lurah - Tanjing Balai Kota | tanpa tanggal,
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menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan klausula tersebut.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan kata-kata dalam ka-
limat klausula tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara
pihak-pihak belum ada sepakat yang Tuntas dan Purna, karena masih
diembel-embeli suatu klausula yang dapat ditafsirkan berbagai kemung-
kinan, oleh karena perkataan “urusan” adalah sangat luas, sehingga
klausula tersebut dapat saja ditafsirkan bahwa jual beli tidak jadi dila-
kukan, ataupun jual beli dianggap tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa dalam hal inj kiranya tergugat berpendirian
bahwa jual beli tidak pernah ada, terbukti dari dikembalikannya uang
panjar tersebut kepada penggugat,

Menimbang, bahwa dari uraian-urajan tersebut di atas yaitu bah-
wa karena antara pihak-pihak belum pernah adanya sepakat untuk
mengikatkan diri secara tuntas dan purna, maka dengan demikian sajah
satu syarat untuk syahnya jual beli menurut B.W. belum terpenuhi
sehingga oleh karena itu, terbuktilah bahwa antara penggugat dan ter-
guat tidak pernah terjadi jual beli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terse-
but di atas ini maka baik ditinjau dari B.W, ternyata antara penggugat
dan tergugat tidak pernah ada jual beli tanah terperkara,

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli itu tidak syah, dan tidak
pernah ada maka tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan wan-
prestasi.

Menimbang, bahwa surat bukti lainnya, yang diajukan oleh tergu-
gat T-2 jalah pemberitahuan di Harian Sinar Pembangunan agar di-
tangguhkan akte jual beli tanah tersebut menunggu Penyelesaian, tidak
ada hubungannya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T-3 tentang permohonan
penundaan jjin bangunan adalah bukan menjadi wewenang dari Peng-
adilan untuk menolak atau mengabulkannya, melainkan adalah wewe-
nang dari Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini Walikota Kota-
madya Tanjung Balai c.q. Kepala Dinas P,U, Kotamadya Tanjung Balai,
sehingga T—3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan
kenyataan sebagai tersebut dj atas maka Majelis berkeyakinan bahwa
perjanjian tanggal 12 Oktober 1981 yang dibuat di Medan sebagai di-
maksud oleh bukti P—1 tersebut tidak syah sebagai perjanjian jual bel
atas tanah torperkars sehingea gugatan penggngat tidak terbukti kebe-
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narannya karenanya harus ditolak. _
Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak seluruhnya, ongkos
perkara dibebankan kepada penggugat.

Dalam Reconventie: _ Lo

Menimbang, bahwa surat gugat reconventie bermakhaud sepertj
tersebut di atas, ' _ . :

Menimbang, bahwa daljl dari penggugat d.r. dalam mengajukan
reconventienya ini pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa oleh kare-
na tindakan tergugat-tergugat d.r. yang. mengadukan penggugati.d.r,
kepada yang berwenang mengakibatkan cnggugat d.r. menderita
kerugian baik morij| maupun maierie],

Menimbang, bahwa soal mengadu kepada yang berwenang adalah
hak setiap Orang, apabila seseorang jtu merasa bahwa akibat darj per-
buatan orang lain tersebut haknys berlanggar atay merasa dirugikan
(kecuali kalay memang orang yang mengadu tersebut dengan sengaja
mengada-ada untuk itu),

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tindakan tergugat d.r.
dalam membuat hengaduan seperti diutarakan penggugat d.r. tersehut
adalah bukan merupakan staty pelanggaran hukum,

Menimbang, bahwa dari apa yang dimajukan penggugat d.r. ter-

na itu penggugar d.r. harus dinyatakan tidak dapat membuktikan gu-
gatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugat penggugat d.r. harus
ditolak dan penggugat d.r. sebagaj pihak yang kalah dihukum memba-
yar ongkos perkara.

Setelah mempedomanj pasal-pasal yang bersangkutan,

MEMUTUSKAN

In Conventie:

Tentang Pokok Perka ra:

— Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

— Membebankan ongkos perkara kepada Peénggugat yang hingga
kini dirancang sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah).

In Reconventie: :

— Menolak gugatan penggugat reconventie - untuk seluruhnya,
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— Menghukum penggugat d.r. meiﬁbayar_ ongkos perkara yang
Sampai sekarang ternyata tidak ada.

oleh Kami: T.W. Siregar, SH, Ketug Pangeran Siregar, SH, dan Achmad-
din, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Rosmina Hutasoit Panitera
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